BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1

BUPATI TABALONG,

bahwa dari hasil evaluasi dan pemantauan relevansi dan
efektivitas peta proses bisnis, dipandang perlu untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap peta
proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor
46 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kabupaten Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 233);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 0S5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 0S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 46);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2021
tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
SR

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran
yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Peta Proses adalah inventarisasi rencana kerja jangka menengah dan
rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga dapat
diketahui aktivitas-aktivitas/proses kerja yang selanjutnya dikategorikan
ke dalam kelompok.

Proses Utama adalah proses berpengaruh langsung terhadap keberhasilan
Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan
memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi
kebutuhan pengguna.

Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu
sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi
kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan
dukungan atas aktivitas pada proses utama.
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9. Proses Manajerial adalah kumpulan beberapa kegiatan dasar yang
berhubungan secara integral, yang dilaksanakan di dalam manajemen
secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses
pelaksanaan dan proses pengendalian, dalam rangka mencapai tujuan
Pemerintah Daerah secara ekonomis.

10. Peta Sub Proses adalah penjabaran lebih rinci dari peta proses yang
menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi
dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

11. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa
saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan
pada peta proses bisnis.

12. Peta Lintas Fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja
lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses
kerja.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juyni 2023

BUPATI TABALONG,
Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung

pada tanggal 5 7uni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ted
HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 15
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan
perubahan dan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),
ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan
yang ingin dicapai dengan digencarkannya reformasi birokrasi adalah untuk
menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan
akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang
digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis
yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit
organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja.
Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang
mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam
mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan panduan penting organisasi yang
mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau
database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk
melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis
untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang
digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah digambarkan berdasarkan jenis
gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta relasi, dan peta
lintas fungsi. Tahapan yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan
jenis gambar peta sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan
mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;

2. Menganalisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar
kegiatan;

3. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi
peta proses bisnis;

4. Menguraikan setiap kelompok peta proses ke dalam peta sub proses; dan

5. Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi
yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Daerah berdasarkan
jenis gambar peta sebagai berikut :

1. PETA PROSES

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau
seluruh aktivitas yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tabalong. Aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 proses yaitu Proses
Utama, Proses Pendukung, dan Proses Manajerial. Proses Utama merupakan
proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan
langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal
instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi
pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan
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memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi
kebutuhan pengguna. Proses Pendukung merupakan gambaran proses
untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan
dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan
pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses
utama. Sedangkan Proses Manajerial merupakan proses integral yang
dilaksanakan secara umum oleh organisasi dalam mengelola organisasinya.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024,
dihasilkan 9 (sembilan) proses terdiri dari Proses Utama, Proses Pendukung,
dan Proses Manajerial sebagai berikut :

a. Proses Utama, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
(1) TAB.O1 : Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
(2) TAB.02 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat
(3) TAB.0O3 : Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan Sumber
Daya Alam

b. Proses Pendukung, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
(1) TAB.0O4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang
Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah
(2) TAB.OS : Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah
Daerah
(3) TAB.O6 : Meningkatkan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

c. Proses Manajerial, terdiri dari 3 (tiga) proses, yaitu :
(1) TAB.0O7 : Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
(2) TAB.08 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi
Pemerintah Daerah
(3) TAB.09 : Meningkatkan Pengendalian Internal

Selengkapnya, gambar Peta Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong
sebagai berikut :

@ PETA PROSES BISNIS KABUPATEN TABALONG @

profesional >

an kebijakan
Akademisi/
9

perizinan, dil

> N
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PROSES MANAJERIAL Eg Pemerintah |
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£
E X
Akademisl/ E .
E
3
>

Dukungan teknis dan regulasi
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2. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses Pemerintah Kabupaten Tabalong yang merupakan turunan
dari Peta Proses, terdiri sebagai berikut :

Proses Utama

a. Peta Sub Proses TAB.O1 Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan
Kebangsaan, yaitu :

(1) Meningkatkan dan Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan;
(2) Melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno;

(3) Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat.

TAB.O1
Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan
dan Kebangsaan TAB.09
| Meningkatkan Pengendalian
Internal
TAB.01.01 o ]
Meningkatkan dan

Penguatan Nilai-Nilai
Keagamaan dan Kebangsaan

_»| Meningkatkan Kualitas Tata
Kﬁola Administrasi

Pemerintah Daerah
TAB.01.02 -
Melestarikan Koleksi Daerah
dan Naskah Kuno e
> Meni Kapasitas
Aparatur Pemerintah
Daerah
- J
TAB.01.03
Memberdayakan Lembaga
Kemgsvzrakatan, Lemkgasa
Adat dan Masyarakat |
e At — | mmw&u‘n |
| Teknologi |

A

Proses Utama
b. Peta Sub Proses TAB.02 Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup
Masyarakat, yaitu :
(1) Mengelola Pendidikan;
(2) Mengelola Perpustakaan;
(3) Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan;
(4) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

(5) Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman Kesehatan;

(6) Meningkatkan Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan;

(7) Meningkatkan Kapasitas Daya  Saing Kepemudaan dan
Keolahragaan,

(8) Meningkatkan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga
Kerja;

(99 Mengelola Penempatan Tenaga Kerja;

(10) Mengelola Hubungan Industrial;




(11)
(12)

{13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
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Mengelola Sistem Data Gender dan Anak;

Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan;

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak;
Membina Kelurga Berencana;
Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting;

Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Tanggap Darurat
Bencana,;

Meningkatkan Kondusifitas Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman
Umum;

Menyelenggarakan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan kepada
Masyarakat;

Mengelola Persampahan;

Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup.

TAB.02 i
Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat

TAB.02.01 TAB.02.11 > Mu:ndmﬂun
Mengelola Sistern Data | Pengendalian Internal
Mengeiola Pendidikan ol S
e
TAB.02.02 TAB.02.12
Mengelola Perpustakaan Meningkatkan
Pe rusuta;na z Gender
an Pemberdayaan
TABD2,03 Perempuan
Meningkatkan Kapauiltas
Saing Kepramukaan
Daya Saing Kepr TABO213
Meningkatkan
TAB.02.04 perlindungan Perempuan | | Meningkatkan
Meningkatkan Kapasitas dan Anak —3 Kualitas Tata Kelola
Sumber Daya Manusia Administrasi
7 Kesehatan TABD2.13 Pemerintah Daerah
) Membina Kelurga
t TAB.02.05 Berencana <_J
[~ Meningkatkan Sediaan ;
Farmasi, Alat Kesehatan TAB.02.15 !
dan Makanan Minuman e (o !
Penan ggulangan Gizi
Kesehatan Buruk dan Stunting
M : katkan U - :
a
Pemenchan Kesehatan | | PEDNEKatan Pencegahan,
| Parcrangis Penanggulangan dan
_ Tanggap DaruratBencana | | Meni
' —»| Kapasitas A%n;:m;‘
| ‘ Pemerintah Daera
\ Pasal ' ; u' 5 Meningkatkan Kapasitas Meningkatkan Kondusifitas | | SR
(SR A Daya Saing Kepemudaan Keamanan, Ketertiban dan ‘
l dan Keolahragaan Ketentraman Umum
TAB.02.08 TAB.02.18 ?
. Menyelenggarakan Diklat !
Me’;x;‘m;dd:‘:‘” dan Penyuluhan Lingkungan
k M kat
Produktivitas Tenaga P Mars
— TAB02.19
JAB.02.09 Mengelola Persampahan
Mengelola Penempatan ‘
TO N TAB.02.20
Mengendalikan
TAB.02.10 Pencemaran dan/atau
Mengelola Hubungan Kerusakan Lingkungan
Industrial Hidup
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c. Peta

Sub Proses
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TAB.03 Meningkatkan

Pengembangan Sumber Daya Alam, yaitu :

Perekonomian

dan

(1) Menyediakan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana

Pertanian;

(2) Meningkatkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
(3) Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian;

(4) Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian;
{5) Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;

(6) Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan;
(7) Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
(8) Meningkatkan Stabilisasi Harga Bapokting;
(9) Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
(10) Mengembangkan Koperasi, UKM dan IKM;
(11) Memberdayakan Koperasi, UKM dan Industri Kecil Menengah;

(12) Mengendalikan Izin Usaha Koperasi, UKM dan IKM;

(13) Meningkatkan Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa;
(14) Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

(15) Meningkatkan Promosi Investasi dan Pelayanan Investasi;

(16) Mengembangkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

(17) Mengelola Destinasi Pariwisata.

TAB.03
Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan
Sumber Daya Alam
TAB.03.01 TAB.03.10
Menyediakan dan Mengembangkan
Mengembangkan Sarana Koperasi, UKM dan IKM
dan Prasarana Pertanian
TAB.03.11
s Memberdayakan
Meningkatkan Koperasi, UKM dan
Penyuluhan Pertanian, Industri Kecil Menengah
Perikanan dan Peternakan
TAB.03.03 —_PARA0:AR

Mengendalikan dan
Menanggul angi Bencana

Mengendalikan Izin Usaha
Koperasi, UKM dan IKM

—p Kualitas Tata Kelola

TAB.09

Meningkatkan
Pengendalian Internal

el

Meningkatkan

Pertanian Administrasi
Pemerintah Daerah
TAB.03.04 TAB.03.13 |
Meningkatkan Perizinan +
Meningkatkan Penataan
Vihs Parae Desa dan Administrasi
Pernerintahan Desa
TAB.03.05
Meningkatkan Pengolahan
dan Pemasaran Hasil TAB,03.14
Pertanian
Mengelola Data dan
Sistem Informasi
TAB.03.06 Penanaman Modal Meningkatkan
Meningkatkan Sarana Kapasitas Aparatur
Distribusi Perdagangan Pemerintah Daerah
TAB.03.15 |
TAB.03.07 Meningkatkan Promosi
Investasi dan Pelayanan
Meningkatkan Investasi
Penggunaan dan
Pemasaran Prm;uk Dalam
Hager TAB.03.16
'AB.03.08 Mengembangkan
2 Kapasitas SDM Pariwisata
Meningkatkan Stabilisasi dan Ekonomi Kreatif
Harga Bapokting
M:nhgkatkan . ; [ oy
; Mengelola Destinasi ' Teknologi
Standarisasi dan Pariwisata N s e

Perlindungan Konsumen




Proses Pendukung

a.
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Peta Sub Proses TAB.04 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah, yaitu :

(1) Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
(2) Mengelola Penataan Ruang;
(3) Mengelola Penyelenggaraan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
(4) Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase;
(5) Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);

(6) Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum;

(7) Mengembangkan Jasa Konstruksi;

(8) Mengelola Sumber Daya Air;

(9) Mengelola Penataan Bangunan dan Lingkungan;

(10) Mengembangkan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman
Kumuh.

TAB.0O4

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

yang Mendukung Pertumbuhan Perekonomian

TAB.09

ningkatkan
Kualitas Tata Kelola
Adm

cori Menii n
. Pengendmtlﬁemal
TAB.04.01 TAB.04.06 1
Pembangunan Mengelola dan -
Infrastruktur di Kawasan Mengembangkan
Strategis Cepat Tumbuh Sistem Penyediaan Air
Minum
Me
TAB.04.02 TAB.04.07 =
Mengelola Penataan Mengembangkan Jasa
Ruang Konstruksi
TAB.04.03 TAB.04.08
Mengelola
Penyelenggaraan Jalan, Mengelola iiumber Daya
Lalu Lintas dan J
Angkutan Jalan
TAB.04.04 TAB.04.09
Mengelola dan Mengelola Penataan
Mengembangkan Bangunan dan
Sistem Drainase Lingkungan
i :wm Kinerja TAB.04.05 TAB.04.10
| Pasmarintals Daarals Meningkatkan Mengembangkan
i il o Prasarana, Sarana dan Kawasan Permukiman
t Utilitas Umum (PSU) dan Kawasan
Permukiman Kumuh
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Proses Pendukung

b. Peta Sub Proses TAB.0O5 Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah, yaitu :

{1) Mengelola Layanan Perijinan Terpadu;
(2) Melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3) Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan;

(4) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, Kesra dan Ekonomi
Pembangunan;

(5) Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

TAB.OS
Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah roceree
. n
il Pengendalian Internal
TAB.05.01

Mengelola Layanan
Perijinan Terpadu

TAB.05.02

Meningkatkan

Melaksanakan | Kualitas Tata Kelola
Pelayanan

Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

TAB.05.03

Mengelola Informasi
Administrasi
Kependudukan

TAB.05.04

Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan
Umum, Kesra dan
Ekonomi Pembangunan

TAB.05.05

Meningkatkan
Dukungan Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD




Proses Pendukung

c. Peta Sub Proses
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Pengetahuan dan Teknologi, yaitu :

(1) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

TAB.06 Meningkatkan

Pemanfaatan

Ilmu

(2) Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik;

(3) Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan di

Kecamatan Berbasis Elektronik;
(4) Menyelenggarakan Layanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik;
(5) Penyelenggaran Kearsipan Pemerintah Daerah secara Elektronik;
(6) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara Elektronik;

(7) Penyelenggaraan Aplikasi Informatika.

TAB.06

Meningkatkan Pemanfaatan limu Pengetahuan dan

Teknologi

seluruh Kantor

e Meningkatkan

Pengendalian Internal
|

A

TAB.06.01 TAB.06.02
Melaksanakan Penelitian Menyelenggarakan
dan Pengembangan Pengadaan Barang dan
Daerah Jasa secara Elektronik
TAB.06.03 TAB.06.04
Menyelenggarakan
Pelayanan Kependudukan T:"::;z"ggg;}?:?n"
di seluruh Kantor Tevr i Borbosls
Kecamatan Berbasis pEaIetronik
Elektronik
TAB.06.05 TAB.06.06
Penyelenggaran Pengelolaan Informasi

Kearsipan Pemerintah
Daerah secara Elektronik

dan Komunikasi Publik
secara Elektronik

TAB.06.07

Penyelen,
Aplikasi Informatika

araan

Meni
Kualltas?agthnl(elola
Administrasi
Pemerintah Daerah
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Proses Manajerial

a. Peta Sub Proses TAB.07 Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah, yaitu :

(1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya ASN;
(2) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

TAB.07 TAB.09

Meningkatkan Kapasitas Aparatur e Meningkatkan
Pemerintah Daerah Pengendalian Internal
—
TAB.07.01
Meningkatkan
Meni n
Kualitas ?&JS rnber Daya —| Mma
Administrasi
Pemerintah Daerah
TAB.07.02
Pengelolaan
Administrasi
Kepegawaian

Proses Manajerial

b. Peta Sub Proses TAB.08 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Administrasi Pemerintah Daerah, yaitu :

(1) Manajemen Perencanaan Pembangunan;

(2) Mengelola Pengganggaran;

(3) Mengelola Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan;
(4) Menyusun Laporan Keuangan;

(5) Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah;

(6) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;

(7) Pembiayaan Pembangunan.



-15-

3. PETA RELASI
Gambar peta relasi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat
divisualisasikan dalam gambar berikut : '

a. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Utama

PETA RELASI PROSES BISNIS UTAMA
TAB.O1
Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
1. Bakesbangpol 6. Kemendagri
2. Disdikbud 7. Kemendikbudristek
3. Bappedalitbang 8. Kemen Setneg
4. Bagian Hukum Setda 9. Masyarakat
5. Disdikbud Prov. Kalsel
TAB.02
Meningkatkan Akses dan Kualitas Hidup Masyarakat
1. Disdikbud 16. Satpol PP & Damkar 31. Kemendagri
2. Dinkes 17. DLH 32. Kemendikbudristek
3. RSUD 18. Bagian Hukum Setda 33. Kemenkes
4. Puskesmas 19. Bagian Organisasi Setda 34. Kemen
5. Gudang Farmasi 20. Bappedalitbang 35. Kemnaker
6. Dispersip 21. Disdikbud Prov. Kalsel 36. Kemen PPPA
7. BKPSDM 22. Dinkes Prov. Kalsel 37. KLHK
8. Inspektorat 23. Dispora Prov. Kalsel 38. Perpusnas
9. Disporapar 24. Disnakertrans Prov. Kalsel 39. BKKBN
i 10. Organisasi Pemuda 25. Setda Prov. Kalsel 40. BNPB
| 11. Disnaker 26. DP3A Prov. Kalsel 41. Kwarnas
i-12. BLX 27. BPBD Prov. Kalsel 42. Kwarcab i
| 13. Organisasi Buruh 28. Satpol PP Damkar Prov. Kalsel 43. Masyarakat i
| 14. DP3AP2KB 29. DLH Prov. Kalsel !
- 15. BPBD 30. Dishut Prov. Kalsel
| E5EEE i
TAB.O3
Meningkatkan Perekonomian dan Pengembangan Sumber Daya Alam
1. DKPZTPH 12. TPID 23. Kementan |
! 2. DPMPTSP 13. Bulog 24. KemenkopUKM
. 3. DiskopUKMPerindag 14. Perumda 25. Kemendag |
| 4. BPBD 15. Pemerintah Desa 26. Kemenperin |
. 5. DPMD 16. Dis. TPH Prov. Kalsel 27. Kemendes PDTT |
| 6. Diskominfo 17. Disbunak Prov. Kalsel 28. Kemenko Marvest |
| 7. Disporapar 18. Diskop UKM Prov. Kalsel 29. Kemenparekraf ;
| 8. Bagian Hukum Setda 19. Disdag Prov. Kalsel 30. KSP i
. 9. Bappedalitbang 20. DPMD Prov. Kalsel 31. BPKP !
| 10. Inspektorat 21. DPMPTSP Prov. Kalsel 32. BKPM
11. Satpol PP 22. Dispora Prov. Kalsel 33. Masyarakat ‘
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b. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Pendukung

PETA RELASI PROSES BISNIS PENDUKUNG

TAB.O4
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang
Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Pemerintah

Daerah
%.‘ DPMPTSP T lpK':vadeel
3. Diskominfo 11. Kemendagri ;
;. Bagian Hukum % Kemen PANRB
6. Setda 14, Setjen DPRRI
7. Set. DPRD 15. BPKP
8. DPMPTSP Prov. Kalsel 16. Masyarakat

i
E
i
]

c. Gambar Peta Relasi Proses Bisnis Manajerial

PETA RELASI PROSES BISNIS MANAJERIAL

TAB.07
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah
1. BKPSDM 6. BKD Prov. Kalsel
2. Bagian Hukum 7. BKN Regional Kalimantan
3. Bappedalitbang 8. Kemendagri
4. Seluruh ASN Kemen PANRB
5. Seluruh Perangkat Daerah 10 BKN
TAB.08
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintah
Daerah
1. Bagian Hukum 10. Bappeda Prov. Kalsel
2. Bappedalitbang 11. Bapenda Prov. Kalsel
3. BPKAD 12. Biro Keuangan Prov. Kalsel
4. Bapenda 13. Kemendagri
S. Seluruh Perangkat Daerah 14. Bappenas
6. TAPD 15. Kemen PANRB
7. Kepala Daerah 16. Kemenkeu
8. DPRD 17. BPKP
9. Investor 18. BPK

TAB.0S
Meningkatkan Pengendalian Internal

Inspektorat . Pemerintah Provinsi

Bappedalitbang . Kemendagri
Bagian Hukum BPKP
Seluruh Perangkat Daerah 9 BPK
Pemerintah Desa
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4. PETA LINTAS FUNGSI
Gambar peta lintas fungsi proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tabalong
yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling
berhubungan dan membentuk suatu proses kerja dapat divisualisasikan
dalam gambar berikut:
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Kode : CFM.O1 .
Nama Proses Bisnis : TAB.01.01 Meningkatkan dan Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan

DATA INPUT MENYUSUN

RENCANA KERJA
SELANJUTNYA HNDAK LANJUT
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -O|  YANG BELUM
DILAKSANAKAN
T
A
T
|
|
KOORDINASI DAN TERLAKSANANYA KEGIATAN o
MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN PENGUATAN NILALNILAI +
HENCGANA KERIA JUKNIS PELAKSANAAN KEAGAMAAN DAN 3

KEGIATAN KEBANGSAAN

SELESAL

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PENGUATAN
NILALNILAT
EAGAN DAN
KEBANGSAAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINS! KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KALIMANTAN SELATAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI| KEBUDAYAAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MENINGKATKAN DAN PENGUATAN NILAJ-NILA! KEAGAMAAN DAN KEBANGSAAN

m MEMEASILITASI
W PENETAPAN

PERATURAN [DAN 5K

PELAKSANAAN KLGIATAN
PENGUATAN NILALNILAL

KEAGAMAAN DAN
KEBANGSAAN
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Kode : CFM.02 |
Nama Proses Bisnis : TAB.01.02 Melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA s
SELANJUTNYA TINDAK LANJUT YANG
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll =0 | BELUM DILAKSANAKAN

f
1
1 .
1
i
[}

KOORDINASI DAN
PENYUSUNAN PERSIAPAN
JUKLAK JUKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
MELESTARIKAN MELESTARIKAN KOLEKSI
KOLEKS| DAERAKM DAERAH DAN NASKAH
DAN NASKAH KUNO KUNO

wx

TERLAKSANANYA
MELESTARIKAN
KOLEKSI DAERAH
DAN NASKAH
KUNO

MENYUSUN
LAPORAN KERIA
AKHIIR TAHUN

MENYUSUN
RENCANAKERIA

MULAI SELESAL

REGULASI

PENYELENGGAR
AAN KOLEKS|
DAERAH DAN
NASKAH KUNO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
PROVINS] KALIMANTAN SELATAN | KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGH

KOORDINASE
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MELESTARIKAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO

MEMFASILITAS|
PENETAPAN
PERATURAN

DAN SK

MELAKSANAKAN
MELESTARIKAN KOLEKSI
DAERAH DAN NASKAH

KUNO

'MASYARAKAT




Kode

: CFM.03
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Nama Proses Bisnis : TAB.01.03 Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

MEMBERDAYAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAHAN [VALUASI

MENYUSUN
RENCANA KERIA

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS

MULAI

KOORDINAS| DAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN

TERLAKSANANYA
PENG, SAN PROSES

MENYUSUN [ APORAN

BISNS

KERJA AKHIR TAHUN

SELESAI

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN

KEMENDAGRI, SETNEG

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

BAPPEDALITEANG

BAG. HUKUM

MEMFASILITAS)
PENETAPAN

PERATURAN DAN 5K

SELURUH MASYARAKAT ADAT
DAN DESA




Kode

D1~

: CFM.04

Nama Proses Bisnis : TAB.02.01 Mengelola Pendidikan

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA

SELANJUTNYA TINDAK LANJUT
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -© YANG BELUM
DILAKSANAKAN
i
1
1
1
1
] _0
MENYUSU PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN PELAKGANAAN THRLAKSARANYA KEGIATAN MENYUBUN
\, IN J S 1A o
RENCGANA KERIA JUKNIS KEGIATAN PENGELOLAAN PINGELOUAAN PENDIDIKAN -+ LAPCRAN KERIA

AKHIR TAHUN

PENDIDIKAN !
MONIV SELESAl

REGIULASI
PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN

KOORDINAS
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMEASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN DAN SK

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN

PENDIDIKAN




Kode

Nama Proses Bisnis :

CFM.05
TAB.02.02 Mengelola Perpustakaan

DATA INPUT MENYUSUN

TMNDAK LANJUT YANCG
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll =O | BELUM DILAKSANAKAN

RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

-20-

MENGELOLA PERPUSTAKAAN

MULAI

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENYUSUNAN
JUKLAK JUKNIS
MENGELOLA

PERPUSTAKAAN

KOORDINAST DAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN

w

MENYUSUN

TERKELOLANYA

PERPUSTAKAAN - LAPORAN KERIA

AKHIR TAMUN
MONEV

SELESAI

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

REGULAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENYELENGGAR
AAN

PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN

KOOQRDINAST
FENYUSUNAN
RENCANA KERJA

BAG. HUKUM

MEMFASILITAS|
PENETAPAN
PERATURAN

MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN
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Kode : CFM.06
Nama Proses Bisnis : TAB.02.03 Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan

BAHAN EVALUASI

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

TERLAKSANANYA
PENGAWASAN
PROSES BISNIS

KOORDINAS| DAN PERSIAPAN

MENYUSUN
RENCANA KERIA

PENYUSUNAN JUKLAK JUKDIS
PROSES BISNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN

MULAI

SELESAL

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN

MONEV
PERTANGGUNG

JAWABAN DANA
HIBAH PRAMUKA

DISDIK PROY, KWARCAB, KEMENDIKBUD RISTEX,

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MENINGKATKAN KAPASITAS DAYA SAING KEPRAMUKAAN

MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN

DAN SK

BAG HUKUM

MELAKSANAKAN
PENINGKATAN KAPASITAS
DAN DAYA SAING
KEPRAMUKAAN

SELURUH SEKOLAH




Kode

-24-
: CFM.07

Nama Proses Bisnis : TAB.02.04 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

DBATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA
SELANIUTNYA TINDAK LANJUT
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -0 YANG BELUM
DILAKS ANAKAN

\T/

MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESE

¢
|
i
|
|
L
1
i
'

KOORDINASI DAN

TERLAKSANANYA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS

KEGIATAN

SELESAI

REGULAS

PENYELENGGARAAN

KAPASITAS SUMBER
BAYA MANUSIA
KESEHATAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMEASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN 5K

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN




Kode

Nama Proses Bisnis :

CFM.08
TAB.02.05 Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Kesehatan

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

-25-

TINDAK LANJUT YANG
=O | BILUM DILAKSANAKAN

MENINGKATKAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN KESEHATAN

MuLAl

MENYUSUN
RENCANA KERIA

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS SEDIAAN
FARMAS!, ALAT

| KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN
KESEHATAN

KOORDINASI DAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN SEDIAAN
FARMASLALAT KESEHATAN
DAN MAKANAN DAN
MINUMAN

*

TERLAKSANANYA
KETERSEDIAAN
FARMAS|,ALAT

KESEHATAN DAN

MAKANAN DAN MINUMAN

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

SELESAl

x

REGULASI
PENYELENGGAR
AAN SEDIAAN

FARMASI,

ALAT
KESEHATAN
DAN MAKANAN
MINUMAN
KESEHATAN

KOORDINASI
PENYLUSUNAN
RENCANA KERJA

BAG. HUKUM BAPPEDALITBANG | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALSEL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

MEMEASILITAST
PENE TAPAN
PLRATURAN

RUMAH SAKIT, PUSKESMAS,
GUDANG FARMASI

MELAKSANAKAN
I_,_U.gz FARMASI,
ALAT KESEHATAN

DAN MAKANAN
MINUMAN
KESELIATAN
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Kode : CFM.09
Nama Proses Bisnis : TAB.02.06 Meningkatkan Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan

BAHAN FVALUASI

‘

MENYUSUN PENYUSUNAN
RENCANA KiRIA JUKLAK JUKNIS
PROSES BISNIS

ﬁ'l SA——
REGULAS|
PENYELENGGARAAN

PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN

TERLAKSANANYA
PENGAWASAN PROSES
BISNIS

KOORDINASI DAN PERSIAPAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

MENYUSUN LAPQRAN
KERIA AKHIR TAFUN

DINAS KESEHATAN

MULAI

|

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

BAPPEDALITEANG

MENINGKATKAN UPAYA PEMENUHAN KESEHATAN PERORANGAN

MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN
DAN SK

BAG. HUKUM

MELAKSANAKAN
AN USAHA

KESEHATAN PERORANGAN

SELURUH MASYARAKAT




=D Y=

Kode : CFM.10
Nama Proses Bisnis : TAB.02.07 Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA

SELANJUTNYA TINDAK LANJUT
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| “O| YANG BELUM
DILAKSANAKAN
T
| I—
i
|
|
KOORDINASI DAN TERLAKSANANYAKEGIATAN 0 MENYUSUN
MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN PENINGKATAN KAPASITAS + .>‘Oﬂ>z, KERJA
HENCANA KA JUKNIS PELAKSANAAN DAYA SAING KEPIMUDAAN AKHIR TAHUN
KEGIATAN DAN CEOLAHRAGAAN
MONEV SELESAL

REGULASI
PENYLLENGGARAAN
PENINGKATAN
KAPASITAS DAYA
SAING KiPEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN

KOORDINAS
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

m MEMEASILHASE
PENE TAPAN
m PERATURAN DAN SK

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS
DAYA SAING KEFEMUDAAN
DAN KEOLAHRAGAAN
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Kode : CFM.11
Nama Proses Bisnis : TAB.02.08 Meningkatkan Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA
SELANJUTNYA TINDAK LANJUT YANG
[ e e e e ot o e O | BELUM DILAKSANAKAN

PENYUSUNAN JUKLAK KOORDINASI DAN PERSIAPAN »
JUKNIS PELATIHAN PELAKSANAAN KEGIATAN TERLAKSANANYA * MENYUSUN
MENYUSUN TENAGA KERJA DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PELATIHAN TENAGA KERIA : LAPORAN KERJA
RENCANA KERJA PRODUKTIVITAS TENAGA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA DAN PRODUK TIVITAS QU AKHIR TAHUN
KERJA KERJA TENAGA KERIA -
MULAL MONEV SELESAI

* >

REGULASI
PENYELENGGA
RAAN
PELATIHAN

TENAGA KERIA
DAN
PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJIA

KOORDINAS|
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMFEASILITAS|
PENETAPAN

MENINGKATKAN PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERIA
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN
DAN SK

BAG. HUKUM

MELAKSANAKAN
" PELATIMHAN TENAGA
KERJA DAN

PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA
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Kode : CFM.12
Nama Proses Bisnis : TAB.02.09 Mengelola Penempatan Tenaga Kerja

BAHAN EVALUASI
5 1 \NY/ \
MENYUSUN brppire KOORDINASI DAN PLRSIAPAN N + MENYUSUN LAPORAN
M RENCANA KERIA PROSES BISNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PROSES BISNIS $
MULAI MONEV SELESAI
M REGULAS!
PENYELENGGARAAN
£ PROSES BISNIS
M SEBAGAI PEDOMAN
B3
w KOORDINAS!
W ° m UMP DAN UMR
z |i2
m
a
KOORBINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA
2
m MEMFASILITAS|
3 PENETAPAN PERATURAN
M DAN SK
m MENGELOLA
g PENEMPATAN
m TENAGA KERJA




Kode

: CFM.13

Nama Proses Bisnis : TAB.02.10 Mengelola Hubungan Industrial

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KIRIA
SELANJUTNYA

-30-

MENGELOLA HUBUNGAN INDUSTRIAL

KLGIATAN

TINDAK LANIUY
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ~Q|  YANS BELUM
DILARSANAKAN
1
'
1
u"v
KOORDINAST DAN
TERLAKSANANYA KEGIATAN MENYUSUN
MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN ( LAPORAN KERIA
RENCANA KERIA JUKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUBUNGAN -4

INDUS TRIAL AKHIR TAHUN

REGULASI

DINAS TENAGA KERIA DAN TRANSMIGRAS! KEMENTERIAN
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN KETENAGAKERIAAN

INDUSTRIAL

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KEIOA

MEMFASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN DAN SK

ANTAR PIHAX KARYAWAN, ORGANISAS!
KARYAWAN DAN PERUSAHAAN

PELAKSANAAN KESIATAN
PENGELOLAAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
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Kode : CFM. 14
Nama Proses Bisnis : TAB.02.11 Mengelola Sistem Data Gender dan Anak

TDAK

v

MENYUSUN JUKLAK DAN TERKUMPULNYA DATA FVALLASI PELAKSANAAN
PENYUSUNAN JUKNIS PELAKSANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MULAL HASIL PENGELOLAAN PROSES BISNIS
RENCANA KERIA | | SISTEM DATA GENDER PROBIS PENGELOLAAN PELAKSANAAN SISTEM DATA PENGELDLAANSISTEM
DAN ANAK SISTEM DATA GENDER DAN INTI KEGIATAN GENDER DAN ANAK DATAGENDER BAN ANAK

MULAI ANAK

LAPORAN ATHIR TAHIN
PELACSANAANPROSES BSNIS
PENGELOLAANSISTEM BATA
GENDER AN ANAK

SELESA

DP3AP2KB

DATABASE

KETENTUAN :
PERATURAN ¥
PERUNDANG .
UNDANGAN

PENYUSUNAN
RENCANA KERIA
DAN
SIKRONISAS) ;
DENGAN PETA ;

PROSES BISNIS
PEMKAB
TABALONG

BAGIAN
ORTALA

FASILITAS!
PENETAPAN
ATURAN '

PROSES BISNIS PROGRAM PENGELOLAAM SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

HUKUM

PELAKSANAAN
BIMTEK
APLIRASI DATA
GENDER DAN
ANAK

SEMUA OPD DAN
INSTANSI VERTIKAL

HASILEYALUASI
MENJADI BAHAN
PERBAIKAN
SELANIUTNYA
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Kode : CFM.15
Nama Proses Bisnis : TAB.02.12 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

BAHAN EVALUAS|

TERLAKSANANYA
PENG
PROSES BISNIS

MENYLBUN LAPORAN
KERJIAAKHIR TAHRUN

PERSIAPAN
PELAKSANAAN

MENYUSUN
RENCANA KERIA

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS PROSES BISNIS

KEGIATAN

MONIV SELESAI

MULAI

KEMENTERIAN PPA

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS

_ SEBAGAI PEDOMAN —

KOORDINASI TIM
KABUPATEN
DENGAN TIM

PENGGERAK PKK.

DINAS DP3AP2KB PROV,
TIM PENGGERAK PKK

KOORDINAS|
PENYUSUNAN
RENCANA KERJIA

BAPPEDALITBANG

MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN
DAN 5K

BAG. HUKUM

MENINGKATKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERMBERDAYAAN PEREMPUAN

MELAKSANAKAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

SELURUH MASYARAKAT,
KECAMATAN, KELURAHAN DESA
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Kode :CFM.16
Nama Proses Bisnis : TAB.02.13 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak

DATA INPUT MENYUSUN

RENCANA KL IOA
SELANIUTNYA TINDAK LANAT
o e e e O|  yANG BELUM
! DILAKSANAKAN
" b
} "
]
i
“ “
KOORDINASI DAN TERLAKSANANYAKEGIATAN 0
MENYUSUN PERSIAPAN PININGKAWN -
RENCANA KERIA PELAKSANAAN FERUINDUNGAN PEREMIPUAN S P
KEGIATAN PN A SELESAI

MONEV

m HEGULASI

PENYELENGGARAAN

KOORDINASH
PENYUSUNAN
HENCANA KERJA

MEMFEASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN 5K

PELAKSANAAN KEGIATAN

PEREMPUAN DAN ANAK




Kode

Nama Proses Bisnis

CFM.17
TAB.02.14 Membina Kelurga Berencana

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

-34-

TINDAK LANMT YANG

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| —O | BELUM DILAKSANAKAN

MEMBINA KELUARGA BERENCANA

MuLAl

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENYUSUNAN JUKLAK KOORDINAS DAN

JUKNIS MEMBINA PERSIAPAN PELAKSANAAN

KELUARGA BE RENCANA KEGIATAN MEMBINA

KELUARGA BERENCANA

TERLAKSANANYA MEMBINA 2 - 2

KELUARGA BERENCANA AKHIR TAHUN

MONEV

SELEsal

RECGULASI
PENYELENGGAR

PERLINDUNGAN ANAKPROVKALSEL DAN PERLINDUNGAN ANAKRI

'DINAS PEMBERDAYAAN PERENPUAN SKEMENTERIAN PEVBERDAYAN PREVPUMN

BERENCANA

KOORDINASI

PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMEASILITASE
PENE TAPAN
PERATURAN

DAN SK

MELAKSANAKAN
MEMBINA KELUARGA
BERENCANA
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Kode : CFM.18
Nama Proses Bisnis : TAB.02.15 Penanggulangan Gizi Buruk dan Stunting

_;w,Wm“mn—uuu\zﬁxcz PROGRAM REFORMAS| BIROKRASI
RB-TEMATIKSERTA ARAH
\AI, L KEBUAKAN KEPALA DAERAH

| | DAK
G @ ﬁ
PROSES BSNIS
” _ ' DPIAPZKB SEBAGA
PENYUSUNAN PERSIAPAN TIM TPPS
SEKRETARSS PERSIAPAN ‘ LAPORAN KERJA
m RENCANA KERIA PELAKSANAAN E A3P>ﬁ>z>c>_>z KERIA TIM 1PPS S ol + AKHIR TAHUN
TIM TPPS Y
g MULAI DILAKSAMKAN " S5
E |s
»x
m £
KOOFDINAS|
HASIIKERIA
m ‘ TIMTPPS _
:
a
5 PERSETUIUAN
RENCANA KERIA
M 2
W [ rasums )
PENETAPAN
g PERATURAN/
SURAT
KEPUTUSAN o
KOORDINAS
DAN
MENYUSUN
RENCANA KERIA
m L STUNTING
YABUPATER
m TABAIONG
HASIL MONEV YANG
TDAKSEMIAT LAGI
BITINDAKIANIUTI,
VENJADI AHAN
PINYUSUNAN RENJA



Kode

:CFM.19

-36-

Nama Proses Bisnis : TAB.02.16 Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan dan Tanggap Darurat Bencana

DATA INPUT MENYUSUN

RENCANA KERJA
SELANJUTNVA

TINDAK LANAST
e i o = O TS A

PENINGKATAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN TANGGAP DARURAT BENCANA

DILAKSANAKAN
i
[
i
|

1( TERLAKSANANYAKEGIATAN o
ne KOORDINASI DAN PENINGORAIN MENYUSUN
MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN PENCEGAHAN, + LAPORAR KERIA
n RENCANA KERIA JUKNIS PELAKSANAAN PENANOGOULANGAN DAN AKHIR AHUN
KEGIATAN TANGGAP DARURAT

BENCANA EETERY]

MONEV

HREGULASI

PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN
PENCEGAHAN,

PENANGGULANGAN

DAN TANGGAD
DARURAT BENCANA

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMEAKILITAS|
PENE TABAN
PERATURAN DAN 5K

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN

BENCANA




Kode
Nama Proses Bisnis

CFM.20

-3'7-

TAB.02.17 Meningkatkan Kondusifitas Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Umum

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA
SELANJUTNYA

TINDAK LANJUT YANG
BELUM DILAKSANAKAN

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS KONDUSIFITAS

KEAMANAN,
KETERTIBAN N
KETENTRAMAN UMUM

PERSIAPAN PELAKSANAAN

KOORDINASI DAN
KEGIATAN KONDUSIFI

KEAMANAN, KETERTIBAN
DAN KETENTRAMAN UMUM

TAS

TERLAKSANANYA
KONDUSIFITAS KEAMANAN,
KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN UMUM

ENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

SELESAL

J MONEV

\*

K

K

REGULAS|
PENYELENGGAR
AAN

KONDUSIFITAS

SATPOL PP PROVINSI KALSEL

KEAMANAN,
KETERTIBAN
DAN
KETENTRAMAN
uMumM

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERJA

MENINGKATKAN KONDUSIFITAS KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM

MEMFASILITASI

PENETAPAN

PERATURAN
DAN SK

MELAKSANAKAN
KONDUSIFITAS
KEAMANAN, KETERTIBAN
DAN KETENTRAMAN

MUM
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Kode : CFM.21
Nama Proses Bisnis : TAB.02.18 Menyelenggarakan Diklat dan Penyuluhan Lingkungan kepada Masyarakat

a
M BAHAN [ VALUASI
; y
TERLAKSANANYA DIKLAT MENYUSUN
m MENYUSUN b poop o xﬂwﬁ_»nwz\,z DAN PENYULUHAN LAPORAN KERJA
z RENCANA KERJA PROSES BISNIS KEGIATAN LINGKUNGAN AKHIRTAHUN
g M
a
]
-4
=
&
REGULAS|
PENYELENGGARAAN
P PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN
DISEMINASI Ki

DINAS [ H DAN

KEHUTANAN
PROV

DINAS LH PROV, DINAS
KEHUTANAN PROV

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

BAPPEDALITBANG

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN SK

MENINGKATKAN DIKLAT DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN KEPADA MASYARAKAT

BAG. HUKUM

SELURUH MASYARAKAT
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Kode : CFM.22
Nama Proses Bisnis : TAB.02.19 Mengelola Persampahan

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA

KEGIATAN

MONIV SELESAI

SELANJUTNYA TINDAK LANJUT
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| = yANG BELUM

DILAKSANAKAN
1
:
|

i b
TERLAKSANANYA KECHIATAN t_wz<Cm
Izémﬂ_ﬂvﬂ JUKLAK PENGELOLAAN - LAPORAN ....*..)
PEISAMPAHAN AKHIR TAHUN

PeneNE
G
vn,.ﬂrm LOI

S

KALIMANTAN SELATAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
HENCANA KERJA

_ MEMEASILITASE
PENE TAPAN

m PERATURAN DAN §K

m PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN
m PERSAMPAHAN




Kode

Nama Proses Bisnis

CFM.23

-40-

TAB.02.20 Mengendalikan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

TINDAK LANJUT YANG
BELUM DILAKSANAKAN

MENGENDALIKAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

MULAI

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENCEMARAN DAN/ATAL

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS
MENGENDALIKAN

KOORDINASI DAN

KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN MENGENDALIKAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN

TERLAKSANANYA
MENGENDALIKAN
PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP

ﬂ K

B N

a

MENYUSUN
LAPORAN KERIA
AKHR TAHIN

SELESAl

MONIV

REGULASI
PENYELENGGAR

AAN
MENGENDALIKA

N

KALSEL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI| KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN
HIDUP

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMEASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN
DAN SK

MELAKSANAKAN
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAL
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
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Kode : CFM.24
Nama Proses Bisnis : TAB.03.01 Menyediakan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian

BAHAN [VALUASI

PERSIAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN

DKP2TPH

TERLAKSANANYA 2 YA MENYUSUN LAPORAN

PENGAWASAN PROSES G KERJA AKHIR TAHUN
BISNIS ’

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENYUSUNAN

JUKLAK JUKNIS

MULAI
SELESAI

PERTANIAN

REGULAS!
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS

SEBAGAI PEDOMAN
KOORDINASI
DENGAN BPN

PEMBUKAAN LAHAN
PERTANIAN BARU

KOORDINAS!
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

BAPPEDALITBANG

MEMEASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN SK

MENYEDIAKAN DAN MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
DINAS PERTANIAN
BAG. HUKUM PROV, BPN

i
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Kode : CFM.25
Nama Proses Bisnis : TAB.03.02 Meningkatkan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Peternakan

DAIA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA
SELANJUTNYA

- TINDAK LANIUT
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -Of  VANG BELUM

DILAKSANAKAN
H
|
1
|

KOORDINASI DAN TERLAKSANANYAKEGIATAN 0 MENYUSUN
PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN PENINGKATAN PENYULLIHAN LAPORAN KERJA
JUKNIS PELAKSANAAN PERTANIAN, PERIKANAN -+ AKMIR FAHUN
KEGIATAN DAN PETERNAKAN

MONIV SELESA|

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN
PENYULUHAN
PERTANIAN,

PERIKANAN DAN
PETERNAKAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERIA

MENINGKATKAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN SK

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGRATAN
PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN DAN
PETERNAKAN

SELURUHPETANI DAN PETERNAX




Kode
Nama Proses Bisnis

CFM.26

-43-

TAB.03.03 Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJIA
SELANIUTNYA

TNDAKIANIUT YANG
BEH UM DILAKSANAKAN

MULAL

MENYUSUN

RENCANA KERJA

i
i
|
|

PENYUSUNAN JUKLAK

JUKNIS

MENGENDALIKAN DAN

MENANGGULANGI

BENCANA PERTANIAN

KOORDINASI DAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN MENGENDALIKAN
DAN MENANGGULANGI
BENCANA PERTANIAN

TERLAKSANANYA
MENGENDALIKAN DAN
MENANGGULANGI

BENCANA PERTANIAN

*

AT

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

SELESAI

REGULAS|
PENYELENGGA
RAAN
MENGENDALIK

DINAS PERTANIANPROV, BPBD |  KEMENTERIANPERTANIAN REPUBLIK
TABALAONG

AN DAN
MENANGGULA
NGI BENCANA

PERTANIAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MENGENDALIKAN DAN MENANGGULANGI BENCANA PERTANIAN

BAG.HUKUM | BAPPEDALITBANG

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN

MELAKSANAKAN
MENGENDALIKAN DAN
MENANGGULANGI
BENCANA PERTANIAN
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Kode : CFM.27
Nama Proses Bisnis : TAB.03.04 Meningkatkan Perizinan Usaha Pertanian

PERMOHONAN
IZIN DITOLAK

MENERIMA / r?z.lnc-szuz H _
R _ VERIFIKASI MENVUSURLAPORAN
PERMOHONAN b D KI DALAM
BARIORMPTSS % _ DATABASE _ _ KERA NS TSN

SELESAI

PENVUSUNAN
au”uﬁu“.!» JUKLAK JUKNIS
PROSES BISNIS

MulA

10108 — L
VERIFIKAS!

| G

PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN

KOORDINAS!
PENYUSUNAN
RENCANAKERIA

FASILITASH
PENETAPAN
PERATURAN DAN Sk

MENINGKATKAN PERIZIN USAHA PERTANIAN
BAPPEDALITBANG

g M ¥
PERTANIAN o]
SURAT PERMOHONAN
AGAR DITERBITKAN SURAT
12IN USAHA PERTANIAN




Kode

: CFM.28

Nama Proses Bisnis : TAB.03.05 Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

KEGIATAN

PERTANIAN

TINDAK LANJUT
[ o YANG BELUM
“ DILAKSANAKAN
|
! AN
| T
+ 1
" !
1 1

KOORDINASI DAN ::;xn»ﬂﬂzun) unasahzz o MENYUSUN
MENYUSUN PERSIAPAN PENINGKAT; NGOLAHA!
m RENCANA KERIA PELAKSANAAN DAN PEMASARAN HASIL + LAPORAN KERJA

AKHIR TAMUN

MONEV SELESAL

'DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI|
KALIMANTAN SELATAN

REGULAS!
PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL

PERTANIAN

KOORDINASI

PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMFASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN DAN Sk

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN
PENGOLAHAN DAN
PEMASAHAN HASIL
PERTANIAN




Kode
Nama Proses Bisnis

CFM.29

-46-

TAB.03.06 Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

TINDAK LANJUT YANG

~O | BELUM DILAKSANAKAN

A4

KOORDINASI DAN

Vv
MENYUSUN
RENCANA KERJA

MuLAl

PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN MENING KATKAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS MENINGKATKAN
SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

TERLAKSANANYA
MENINGKATKAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

) MONEV SELESAI

* )

w

REGULAS|
PENYELENGGAR

AAN
MENINGKATKA
N SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

MENINGKATKAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMEASILITASI
PENE TAPAN

PERATURAN
DAN SK

MELAKSANAKAN
MENINGKATKAN SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGAN




Kode

Nama Proses Bisnis : TAB.03.07 Meningkatkan Penggunaan dan Pemas

: CFM.30

-47-

aran Produk Dalam Negeri

MULAI

BAHAN EVALUASI

{

RENCANA KER)

JUKLAK JUKNIS

MENYUSUN w ﬁ PENYUSUNAN
A

PERSIAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN

TERLAKSANANYA

PENINGKATAN
PENGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI

-

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

SELESAI

REGULAS!
PENYELENGGARAN
PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN

SISTEM
INFOMASI

PELAPORAN
P2DN - BPKP

YA

(e

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERIA

BAG. HUKUM

FASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN

SELURUH OPD

SOSIALISAS! _

APLIKASI P2ON
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Kode : CFM.31
Nama Proses Bisnis : TAB.03.08 Meningkatkan Stabilisasi Harga Bapokting

BAHAN EVALUAS|
SELANJUTNYA

KOORDINASI DAN
m MENYUSUN PENYUSUNAN PERSIAPAN TERLAKSANANYA KEGIATAN
M RENCANA KERIA JUKLAK JUKNIS

_s:::

PELAKSANAAN PENINGKATAN STABILISAS!I
REGULASI
PENYELENGGARAN

MENYUSUN
LAPORAN KERIA
AKHIR TAHUN

YA

KIGIATAN HARGA BAPOKTING
SELESAI

PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

m PENINGKATAN
I g
RAPAT
KOORDINASI
2 Mm" ol
OPERAS! PASAR
: I Bt
1
m KOORDINAS|
:
&
=

MEMFASILITAS|

PENETAPAN
PERATURAN DAN [
SK

MURAH

SELURUH




Kode

: CFM.33

-50-

Nama Proses Bisnis : TAB.03.10 Mengembangkan Koperasi, UKM dan IKM

MENGEMBANGKAN KOPERASI, UKM DAN IKM

BAHAN EVALUASI
SELANJUTNYA

Mulai ﬁ

MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK
RENCANA KERIA JUKNIS PROSES BISNIS

'DINAS KOPERASI, UKM,

KOORDINASI DAN
PERSIAPAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

TERLAKSANANYA

MENYUSUN LAPORAN
KERJA AKHIR TAHUN

Selesal

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS
SEBAGA! PEDOMAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMFASILITAS!
PENETAPAN PERATURAN

DAN 5K

SELURUH KOPERSI, UKM
DAN KM

MELAKSANAKAN
PROSES BISNIS
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Kode : CFM.34
Nama Proses Bisnis : TAB.03.11 Memberdayakan Koperasi, UKM dan Industri Kecil Menengah

BAHAN EVALUASH
SELANJUTNYA

TERLAKSANANYA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI,
UKM DAN INDUSTRI KECIL

MENENGAH

KOORDINASI DAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENYUSUNAN JUKLAK

JUKNIS

KEGIATAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN
KOPERASI, UKM DAN
INDUSTRI KECIL

i

DINAS KOPERAS) DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMBERDAYAKAN KOPERAS], UKM DAN INDUSTR! KECIL MENENGAH

MEMEASILITAS)
PENETAPAN

PERATURAN DAN SK

BAGIAN HUKUM




Kode
Nama Proses Bisnis

CFM.35

-52-

TAB.03.12 Mengendalikan Izin Usaha Koperasi, UKM dan IKM

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

TINDAK LANJUT YANG
—O | BELUM DILAKSANAKAN

MULAL

SZ-

MENYUSUN )
RENCANA KERIA

PENYUSUNAN JUKLAK

UKNIS MENGENDALIKAN —

1ZIN USAHA KOPERASI,
UKM DAN IKM

MENGENDALIKAN 1ZIN
USAHA KOPERASL UKM

TERLAKSANANYA
DAN IKM

MENYUSUN
LAPORAN KERIA
AKHIZ TAHUN

SELESAI

REGULASI
PENYELENGGAR
AAN
MENGENDALIK

DINAS KOPERAS] DAN UKM PROVINSI
KALSEL, DPMNPTSP

AN IZIN USAHA
KOPERASL UKM
DAN IKM

MENGENDALIKAN IZIN USAHA KOPERASI, UKM DAN IKM

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

BAG. HUKUM

MEMFAS
PENETAPAN
PERATURAN

DAN 5K

SILITAS|

MELAKSANAKAN
MENGENDALIKAN 1ZIN
USAHA KOPERASI UKM

DAN KM




-53-

Kode : CFM.36
Nama Proses Bisnis : TAB.03.13 Meningkatkan Penataan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa

SELANJUTNYA

M BAHAN EVALUAS!

JUKNIS PROSES BISNIS PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA AKHIR TAHUN

PEMANAAN

m Mula:
MENYUSUN LAPORAN HASIL
u RENCANA KERIA PENYUSUNAN JUKLAK KOORDINASI DAN PERSIAPAN MENYUSUN LAPORAN
PELAKSANAAN + )

MONEV

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS

SEHAGAI PEDOMAN

KOORDINAS| _ ?
PENYUSUNAN

RENCANA KERJA

MENINGKATKAN PENATAAN DESA DAN ADMINISTRAS] DESA

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN SK

PEMERINTAHAN
DESA
g
3
z

{uu-




-54-

Kode : CFM.37
Nama Proses Bisnis : TAB.03.14 Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

BAHAN EVALUASI
SELANJUTNYA

TERTAKSANANYA
2| PENGELOLAAN

MELAKUKAN ENTRY DAN
PENGOLAHAN DATA |

INFORMAS| PENANAMAN

MODAL

PERSIAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN

LAPORAN KERJA
SISTEM AKHIR TAHUN

INFORMASI

MENYUSUN
RENCANA KERJA

SELESAI

m REGULAS!
PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN DATA

DAN SISTEM
INFORMAS!
PENANAMAN MODAL

KOORDINASI W=k
DISKOMINFO UNTUK h j e
MENYIAPKAN J

APLIKAS), JIP DAN N -
SERVER PENGELOLAAN
DATABASE & SERVER

MENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMAS! PENANAMAN MODAL

MEMIASILITAS)
PENETAPAN

PERATURAN DAN SK




-55-

Kode : CFM.38
Nama Proses Bisnis : TAB.03.15 Meningkatkan Promosi Investasi dan Pelayanan Investasi

DATA INPUT MENYUSUN
RiE NCANA KERIA
SELANJUTNYA TINDAK LANJUT YANG
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ~O | BELUM DILAKSANAKAN

KOORDINASI DAN

PENYUSUNAN JUKLAK

PERSIAPAN PELAKSANAAN TERLAKSANANYA ;
MENYUSUN Frideyd bl ol o KEGIATAN MENINGKATKAN MENINGKATKAN PROMOSI € A bt e
RENCANA KERJA Py e edean PROMOS| INVESTASI DAN INVESTAS| DAN PELAYANAN % ARIBAN K
PELAYANAN INVESTAS| INVESTASI
zc_v>- MONEV SELESAI

[* A awy

REGULAS!
PENYELENGGAR
AAN
MENINGKATKA

N PROMOSI
INVESTASI DAN
PELAYANAN
INVESTASI

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERIA

BAPPEDALITBANG DPMPTSP PROVINSIKALSEL | BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

MENINGKATKAN PROMOSI INVESTASI DAN PELAYANAN INVESTASI

MEMFASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN
DAN SK

BAG. HUKUM

MELAKSANAKAN
MENINGKATKAN
PROMOSI INVESTAST DAN
PLLAYANAN INVESTASI

PELAKU USARA, INVESTOR




-56-

Kode : CFM.39
Nama Proses Bisnis : TAB.03.16 Mengembangkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

z BAHAN EVALUAS)
SEL
w Mulai ﬁ ~
MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK KOORDINASI DAN PERSIAPAN TRRLACANANIA >4 YA MENYUSUN LAPORAN
RENCANA KERIA JUKNIS PROSES BISNIS PELAKSANAAN KEGIATAN e P| KERIA AKHIR TAHUN
m MONEV Selesal

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

BAPPEDALITBANG DISPORA

MENGEMBANGKAN KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN
DAN SK

m e
| -
00

PARIWISATA EKONOMI KREATIF




Kode
Nama Proses Bisnis

: CFM.40

: TAB.03.17 Mengelola Destinasi Pariwisata

=57 =

BAHAN FVALUASI

KOORDINASI DAN

SELANJUTNYA

TERLAKSANANYA KEGIATAN

MENYUSUN
MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN
PENGELOLAAN DESTINASI LAPORAN KERJA
RENCANA KERJA PELAKSANAAN PARMISATA AKHIR TAHUN
KEGIATAN
~

= S — — s = = =

|

mw B
i
:
W

REGULASI

PENYELENGGARAAN
n PENGELOLAAN
m DESTINASI PARIWISATA
KOORDINAS| KOORDINAS| DENGAN
PERIINAN USAHA DINAS PUPR PENYIAPAN
PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR
PENDUKUNCG DESTINASI

EKONOMI KREATIF
A"

KOORDINAS!
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MENGELOLA DESTINASI PARIWISATA

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN SK

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN DESTINASI
PARIWISATA

KECAMATAN, KELURAHAN, DESA
WISATA




-58-

Kode : CFM.41
Nama Proses Bisnis : TAB.04.01 Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA
SELANIUTNYA TINDAK LANJUT YANG
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| —O | BELUM DILAKSANAKAN

KOORDINASI DAN

PENYUSUNAN JUKLAK TERLAKSANANYA :
g cvecnm || R BEACER puital i RS L e
ALARSYUaLIN INFRASTRUKTUR DI e B INFRASTRUKTUR DI -3~ LAPORAN KERIA
A AT A% KAWASAN STRATEGIS CEPAT KAWASAN STRATEGIS AKHIR TAHUN
CEPAT TUMBUH CEPAT TUMBUH
mMuULA MONEV SELESAI

REGULASI
PENYELENGGAR
AAN

PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
21 KAWASAN
STRATEGIS
CEPAT TUMBU M

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Di KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

MEMFASILITASIT
PENE TARPAN
PERATURAN

BAG. HUKUN BAPPEDAUTBANG |  DINAS PUPR PROVINSI KALSEL

INFRASTRUKTUR DI
KAWASAN STRATEGIS
CEPAT TUMBLUH

MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN




-59-

Kode : CFM.42
Nama Proses Bisnis : TAB.04.02 Mengelola Penataan Ruang

TERLAKSANANYA
PENGAWASAN PROSES
BISNIS

MENYUSUN
RENCANA KERA

PENYUSUNAN JUKIAK JUKNIS
PROSES BISNIS

KOORDINASI DAN PERSIAPAN
PELAKSANAAN KEGIAIAN

MENYUSUN LAPORAN
KERJAAKHIR TAHUN

PEKERJAAN UMUM DAN |  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PROSES BISNIS
SEBAGAI PEDOMAN

MENGELOLA PENATAAN RUANG
PROVINSI

MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN

DANSK

BAG.HUKUM

MELAKSANAKAN

PENGELOLAAN TATA RUANG

DI SELURUH WILAYAH
KAB TABALONG




Kode

Nama Proses Bisnis :

CFM .43

-60-

TAB.04.03 Mengelola Penyelenggaraan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

MENGELOLA PENYELENGGARAAN JALAN, LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MENYUSUN
RENCANA KERJA

HAAHAN EVAILAS]

KOORDINASI DAN
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN

TERLAKSANANYA KEGIATAN

MENYUSUN

o LAPORAN KERIA
AKHIR TAHUN

ANGKUTAN JALAN
SELESAI

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJIA

MEMFASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN DAN SK

T

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN
PENYELENGGARAAN
JALAN, LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN




Kode

Nama Proses Bisnis

CFM.44

-61-

TAB.04.04 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Drainase

DATA INPUT MENYLUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

TINDAK LANJUT YANG
BELUM DILAKSANAKAN

MuLAI

RENCANA KERJA

PENYUSUNAN JUKLAK

SISTEM DRAINASE

KOORDINASI DAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN TERLAKSANANYA

KEGIATAN MENGELOLA MENGELOLA DAN
DAN MENGEMBANGAN MENGEMBANGAN SISTEM
SISTEM DRAINASE DRAINASE
E 3

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

.

MONEV

SELESAL

REGULASI
PENYELENGGA
RAAN
MENGELOLA

DAN
MENGEMBANG
AN SISTEM
DRAINASE

KQORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

BAG. HUKUM BAPPEDALITBANG |  DINASPUPR PROVINSIKALSEL

MEMEASILITAS|
PENE TAPAN

PERATURAN
DAN SK

MELAKSANAKAN
MENGELOLA DAN
MENGEMBANGAN SISTEM
DRAINASE




Kode

: CFM.45
Nama Proses Bisnis : TAB.04.05 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

-62-

MENINGKATKAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

MENYUSUN
RENCANA KERIA

KOORDINASI DAN PERSIAPAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

MENYUSUN [APGRAN
KERIA AKHIR TAHUN

MONEV

KEMENTERIAN PEXERJAAN UMUM DAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

_ REGULASI 7

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERIA

MEMIASILTTASE
PENETAPAN PERATURAN

DAN Sk

MELAKSANAKAN
L




-63-

Kode : CFM.46
Nama Proses Bisnis : TAB.04.06 Mengelola dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum

BAHAN EVALUAS|

£
TERIAKSANANYA KEGIATAN
- KOORDINASI DAN PENGELOLAAN DAN . ﬁﬁuﬂk "
w MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN MENGEMBANGKAN SISTEM e
RENCANA KERJA JUKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN AIR MINUM

KEGIATAN

REGULASI
PENYELENGGARAAN
» PENGELOLAAN DAN

MENGEMBANGKAN
SISTEM PENYEDIAAN

AIR MINUM

DPUPR PROV

KOORDINAS
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

BAPPEDALITBANG

MENGELOLA DAN MENGEMBANGKAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN SK

BAGIAN HUKUM

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN

MENGEMBANGKAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM




Kode

Nama Proses Bisnis

CFM.47

TAB.04.07 Mengembangkan Jasa Konstruksi

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA
SELANJUTNYA

-64-

TINDAK LANJUT YANG
—O | BELUM DILAKSANAKAN

MENGEMBANGKAN JASA KONSTRUKSI

MULAI

KOORDINASI DAN

PENYUSUNAN JUKLAK PERSIAPAN PELAKSANAAN

N
MENYUSUN JUKNIS KEGIATAN JTEALAKSANANYA MaNvLSLIN
RENCANA KERJA MENGEMBANGKAN JASA MENGEMBANGKAN JASA MENGEMBANGKAN JASA e LAPORAN KERJA
KONSTRU KS! KONSTRUKS! KONSTRUKS! AKHIR TAHUN

*

-

MONEV

SELESAL

REGULASI
PENYELENGGA

KONSTRUKS!

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMEASILITAS|
PENETAPAN
PERATURAN

DAN SK

PIHAK KETIGA, KONTRAKTOR BAG. HUKUM BAPPEDALITBANG |  DINAS PUPR PROVINS! KALSE

MELAKSANAKAN
MENGEMBANGKAN JIASA
KONSTRUKSI




-65-

Kode : CFM.48
Nama Proses Bisnis : TAB.04.08 Mengelola Sumber Daya Air

TIDAK

KC DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN =

TERLAKSANANYA
PENGAWASAN PROSES
BISNIS

MENYUSUN LAPORAN

PENYUSUNAN JUKLAK JUKDIS
KERJA AKHIR TAHUN

PROSES BISNIS

mm

_ SEBAGAI PEDOMAN —

MENGELOLA SUMBER DAYA AIR
DINAS PUPR

KOORDINAS|

MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN
DAN K

MELAKSANAKAN
PENGAWASAN PROSES

BISNIS

LOKAS) SUMBER DAYA AIR




-66-

Kode : CFM.49
Nama Proses Bisnis : TAB.04.09 Mengelola Penataan Bangunan dan Lingkungan

BAHAN EVALUASI
m TERLAKSANANYA KEGIATAN
KnZ<Cmnmza) PENYUSUNAN JUKLAK PENGELOLAAN PENATAAN YA ;ﬂw_‘zﬂﬂwxcmz;
RENCANA PELAKSANAAN BANGUNAN DAN + AKHIR TAHUN
KEGIATAN :
MULAI MONEV
SELESAI
REGULASI
PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN
PENATAAN

E BANGUNAN DAN
2 LINGKUNGAN
s |8
=2
m
3
3 KOORDINASI
a PENYUSUNAN
W RENCANA KERIA

m MEMFASILITASI

PENETAPAN
PERATURAN DAN $K
1 PELAKSANAAN KEGIATAN
i PENGEHLOLAAN PENATAAN
BANGUNAN DAN
w HINGKUNGAN




Kode

Nama Proses Bisnis

CFM.50

-67-

TAB.04.10 Mengembangkan Kawasan Permukiman dan Kawasan Permukiman Kumuh

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KIERIA
SELANIUTNYA

TINDAK LANJUT YANG
BELUM DILAKSANAKAN

m MuLAal

MENYUSUN

RENCANA KERIA

KAWASAN PERMUKIMAN

DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KUMU M

KOORDINASI AN

KEGIATAN
MENGEMBANG KAN

PERSIAPAN PELAKSANAAN a

KAWASAN PERMUKIMAN

DAN KAWASAN
PERMUKIMA

TERLAKSANANYA
:mzmmgﬂ)ZGK\rz

J

N PERMUKIMAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUKH

MIENYUSUN
LAPORAN KERIA
AKHIR TAHIUN

-

MONIE YV

SELESA|

REGULASI
PENYELENGGA
RAAN
MENGEMBANGK

e

AN KAWASAN
PERMU KIMAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH

KOORDINAS
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMEASILITASY
PENETAPAN

PERATURAN
DAN Sk

MELAKSANAKAN

MENGEMBANGKAN

KAWASAN PERMUKIMAN
DAN KAWASAN

PERMUKIMAN KLIMU M




-68-

Kode :CFM.51
Nama Proses Bisnis : TAB.05.01 Mengelola Layanan Perijinan Terpadu

BAHAN EVALUASI

KOORDINASI DAN

MENYUSUN
LAPORAN KERJIA
AKHIR TAHUN

YA

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENYUSUNAN JUKLAK

JUKNIS TERLAKSANANYAKEGIATAN

SELESAI

REGULASI

PENYELENGGARAAN
LAYANAN PERUINAN
TERPADU

DPMPTSP PROV, BPXP

KOORDINASI
PENYUSUNAN

MENGELOLAN LAYANA PERUINAN TERPADU

RENCANA KERJA

MEMFASILITAS!
PENETAPAN

PERATURAN DAN SK

PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LAYANAN

PERVINAN TERPADU




-69-

Kode : CFM.52
Nama Proses Bisnis : TAB.05.02 Melaksanakan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BALANIVALUASI

TERLAKSANANYA KEGIATAN
PELAYANAN KEPENDUDUKAN -4 LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

MENYUSUN

KEGIATAN

DAN PENCATATAN S1PIL

m PENYUSUNAN JUKLAK
H JUKNIS

MULAI

MONEV SELESAI

KOORDINAS|

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

KOORDINAS| KE
KEMENDAGRI

PERDINAN
TERPADU SATU
PINTUSERTA
SUPORT P

DARI
DISKOMINFO

KOORDINAS!
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DPMPTSP, DISKOMINFO

MEMFASILITASI
PENETAPAN

PERATURAN DAN 5K

PELAKSANAAN KEGIATAN
PELAYANAN

KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL




-70-

Kode : CFM.53
Nama Proses Bisnis : TAB.05.03 Mengelola Informasi Administrasi Kependudukan

DAIAINPUT MENYUSUN
RENCANA KERIA
SELCANIUTNYA TINDAK LANJUT YANG
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll —O | BELUM DILAKSANAKAN

~
PENYUSUNAN JUKLAK KOORDINASI DAN 2
JUKNIS MENGELOLA PERSIAPAN PELAKSANAAN TERLAKSANANYA A MENYUSUN
MENYUSUN INFORMASI KEGIATAN MENGELOLA MENGELOLA INFORMASI . LAPORAN KERJA
RENCANA KERJA ADMINISTRAS| INFORMAS| ADMINISTRAS| ) ADMINISTRAS] -+ ARITR TAUN
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN
MULAI J MONEV SELESAI

*

REGULASIH
PENYELENGGAR
AAN

MENGELOLA

INFORMAST
ADMINISTRASI
KEPE ZN.CQC.A)

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERIA

MENGELOLA INFORMAS! ADMINISTRAS| KEPENDUDUKAN

MEMEASILITAS]
PENETAPAN

PERATURAN
DAN SK

BAG. HUKUM BAPPEDALITBANG | DISDUKCAPIL & KB PROVINSI KALSEL KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

MELAKSANAKAN
MENGELOLA INFORMAS|
ADMINISTRAS|
KEPENDUDUKAN




Kode

: CFM.54

.

Nama Proses Bisnis : TAB.05.04 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum, Kesra dan Ekonomi Pembangunan

MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, KESRA DAN EKONOM! PEMBANGUNAN

Mulai

MENYUSUN
RENCANA KERJA

PENYUSUNAN JUKLAK JUKDIS
PROSES BISNIS

KOORDINASI DAN PERSIAPAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

TERLAKSANANYA

MENYUSUN LAFORAN

PROSES

BISNIS _

Y

MONEV

KERIA AKHIR TAHUN

Selesal

_ REGULASI -
PENYELENGG,

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PROVINSI

PROSES BISNIS
SEBAGA! PEDOMAN

BAPPEDALITEANG

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMFASILITAS|
PENETAPAN PERATURAN

DAN SK

SELURUH MASYARAKAT

MELAKSANAKAN
PENGAWASAN PROSES

BISNIS




Kode

: CFM.55

79

Nama Proses Bisnis : TAB.05.05 Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

MENINGKATKAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGS! DPRD

MENYUSUN
RENCANA KERIA

MULAI

BAHAN EVALUASI

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS

KOORDINASI DAN

PERSIAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN

TERLAKSANANYAKEGIATAN
PENINGRATAN DIKUNGAN
PELAKSANAAN TLGAS DAN
FUNGSI DRD

MENYUSUN

-4 LAPORAN KERIA
AKHIR AHUN

SELESAI

KEMENDAGRI, SEXJEND DPR R

REGULASI
PENYELENGGARAAN
PENINGKATAN
DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI DPRD

KOORDINASI

PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

MEMFASILITAS|
PENETAPAN

PERATURAN DAN SK

FASILITASI TUSI DPRD DI KABUPATEN
TABALONG

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD




73

Kode : CFM.56
Nama Proses Bisnis : TAB.06.01 Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Daerah

DATA INPUT MINYUSUN
RENCANA KERIA

SELANJUTNYA —o| JINDAK LANJUT YANG

A S et g e Py e S | e g e o o S e e e e . gt St et o e g e e BELUM DILAKSANAKAN

1

| .

1 .

! :

]

1

v PENYUSUNAN JUKLAK KOORDINASI DAN TERLAKSANANYA A MENYUSUN
g KOORDINASI JUKNIS MELAKSANAKAN PERSIAPAN PELAKSANAAN MELAKSANAKAN ‘> LAPORAN KERJA
MENYUSUN PENYUSUNAN PENELITIAN DAN KEGIATAN MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN AKHIR TAHUN
RENCANA KERJA RENCANA KERJA PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
DAERAK PENGEMBANGAN DAERAH MONEV SELESAL
MULAI V'S
x

REGULASI

PENYELENGGAR
AAN

MELAKSANAKA

N PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGA
N DAERAH

MEMEASILITASI
PENETAPAN

MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PERATURAN
DAN SK

MELAKSANAKAN

PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN
DAERAH




Kode

: CFM.57

-74-

Nama Proses Bisnis : TAB.06.02 Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik

KOORBINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA

t
PENETARAN PERATURAN
DAN 5k




-75-

Kode : CFM.58
Nama Proses Bisnis : TAB.06.03 Menyelenggarakan Pelayanan Kependudukan di seluruh Kantor Kecamatan Berbasis Elektronik

BAHAN EVALUAS]

TERLAKSANANYA KEGIATAN

PERSIAPAN MENYUSUN

m MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK
u RENCANA KERJA JUKNIS

PELAKSANAAN + LAPORAN KERJA
KEGIATAN KECAMATAN BERBASIS AKHIR TAHUN
el ELEKTRONIK CSRE SELESAI
3
: 1
= KOORDINAS
PENYUSUNAN
RENCANA KERIA
m REGULASI
KEPENDUDUKAN DI
x SELURUH KANTOR
2 KECAMATAN BERBASIS
= ELEKTRONIK
—
e
w
a
KOORDINASI
KESIAPAN SUPORT
P DI SELURUM
m
a.
M MEMFASILITASI
PENETAPAN
W PERATURAN DAN SK
g m
£
=
=
=

SELURUH MASYARAKAT DI
WILAYAH KECAMATAN




-76-

Kode : CFM.59
Nama Proses Bisnis : TAB.06.04 Menyelenggarakan Layanan Perijinan Terpadu Berbasis Elektronik

Mulal

MENYUSUN PENYUSUNAN JUKLAK JUKDIS
RENCANA KERJA PROSES BISNIS

TERLAKSANANYA
PENGAWASAN PROSES
BISNIS

MENYUSUN LAPORAN
KERJA AKHIR TAHUN

KOORDINAS| DAN PERSIAPAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

4 REGULAS! / 7

PERATURAN
SEBAGAI PEDOMAN

MENGELOLA LAYANAN PERIZINAN TERPADU
DPMPTSP

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMFASILITASI
PENETAPAN PERATURAN
DAN 5K

MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN LAYANAN
PLRUINAN TERPABU

SELURUH MASYARAKAT
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Kode : CFM.60
Nama Proses Bisnis : TAB.06.05 Penyelenggaran Kearsipan Pemerintah Daerah secara Elektronik

TIDAK

Mulai

MENYUSUN LAPORAN

TERLAKSANANYA PROSES

PENYUSUNAN JUKLAK JUKNIS BISNIS

PENYELENGGARAN
KEARSIPAN

MENYUSUN
RENCANA KERJIA

KOORDINAS! DAN PERSIAPAN KERJA AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN KEGIATAN

MONFV

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,

PROSES BISNIS

SEBAGAI PEDOMAN _

KOORDINAS!
PENYUSUNAN

KENCANAKERIA

MEMFASILITASE
PENE TAPAN PERATURAN

DAN SK

BAG. HUKUM

MENYELENGGARAKAN
KEARSIPAN PEMERINTAK

KABUPATEN TABALONG

- -

[ [

ARSIP DINAMIS ARSIP STATIS
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Kode : CFM.62
Nama Proses Bisnis : TAB.06.07 Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

m m
n REGULAY
m PENYELENCGARAN

APLIKAS)
m INFORMATIRA

SEAGA
7 m PEDOMAN
<
4 FOORDINAS
< PENYUSUNAN PENETARAN
m RENCANA RKA

RERIA PERUBARAN
<
2
z
w MEMFASILItAY
- PENETAPAN
PERATURAN

m DANSK
&

e

AP
PLLAKSANAAN AOCABINAS
APLIKAY PIRSAMN
INFORMATIA EVALUAY Doy
o FEMENTERAN =8>
v v
L
PENYELENGEARARN v PENGEMBANGAN
E-SOVERNMEN" Oy 1 EHOLETEM £OTA CRADA
LINSRURZAN PEMERS. "
CAiRan
PENGEMEANGAN
AMLIKAL DAN NOVAL
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Kode : CFM.63
Nama Proses Bisnis : TAB.07.01 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya ASN

BAHAN EVALUAS|

MENYUSUN
LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

KOORDINASI DAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
KEGIATAN

YA

MENYUSUN
RENCANA KERIA

PENYUSUNAN JUKLAK
JUKNIS

TERLAKSANANYA KEGIATAN

MONEV SELESAI

REGULASI &
KEBUAKAN

KEMENPAN RAB, KEMENDAGRI, BKN

PENGEMBANGAN
KUALITAS SDM ASN

BKNREGIONAL
KALIMANTAN

MENINGKATKAN KUALITAS SDM ASN

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN DAN 5K

MELAKSANAKAN LJ1
KOMPETENS), DIKLAT
KEPEMIMPINAN &
DIKLAT KOMPETENS|
TEKNIS
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.

Kode : CFM.64
Nama Proses Bisnis : TAB.07.02 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

DATA INPUT MENYUSUN
RENCANA KERJA

SELANJUTNYA TINDAK LANIUT YANG
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII —O | BELUM DILAKSANAKAN

PENYUSUNAN KOORDINASI DAN
PENGELOLAAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pi

>muﬂ\.m_vr_warn>u_ PENGELOLAAN ADMINISTRAS! rﬂwﬂqDbeME)
KEPEGAWAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KHIR TAHUN
KEPEGAWAIAN MONEV SELESAI

TERLAKSANANYA
PENGELOLAAN

MENYUSUN
RENCANA KERIA

MENYUSUN

MULAIL

REGULASI
PENVELENGGAR
AAN

PENGELOLAAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN

KOORDINASI
PENYUSUNAN

RENCANA KERIA

MEMFASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN

DAN SK

MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN
ADMINISTRAS!

KEPEGAWAIAN




Kode

Nama Proses Bisnis : TAB.08.01 Manajemen Perencanaan Pembangunan

: CFM.65

-82-

MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

MENYUSUN
RENCANA KERIA

57 K, AN, EPALA DA “"‘"“m“""?“ ‘ weresI

BAHAN EVALUAS!I
SELANJUTNYA

PENYUSUNAN JUKLAK

JUKNIS

KOORDINASI DAN

TERLAKSANANYA KEGIATAN

MENYUSUN

LAPORAN KERJA
AKHIR TAHUN

SELESAI

REGULASI &
KEBUAKAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

BAGIAN HUKUM -

KOORDINASI
PENYUSUNAN
RENCANA KERJA

MEMFASILITAS|
PENETAPAN
PERATURAN DAN Sk

MANAJEMEN
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Kode : CFM.66
Nama Proses Bisnis : TAB.08.02 Mengelola Pengganggaran

MDA
INCANAANGAAMAN ~
MENYUSUN
MENYUSLN KIKLAK DAN PERSIAMN ﬁ L MENKOORDINASKAN "
PERENCANAAN DAERAM &
e YRR (P PENGANGGARAN PENYLSUNAN PENYUSUNANKUA KUA & PRAS S
i || sm - i | ®
DALRA o sELEsn
KOORDINASIRENCANA
ANGGARANDALRAH &
KEBUARAN BIOANG
ANGGARAN
GuLAY
PERATURAN&
«

MENGELOLA PENGANGGARAN

|
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Kode : CFM.67
Nama Proses Bisnis : TAB.08.03 Mengelola Penatausahaan Perbendaharaan Keuangan

PERSIAPAN

MENYUSUN
MENYUSUN
m PERENCANAAN A

APO! MENYUSUN
S a PNGELOL <
ELOLAAN
PERBENUAHAR E....zo»x;;zh _ KAS DAERAH . AKHIR TAHUN

SELESAI

o =

XEBUARAN KOORDINAS|
i S
AAN

DAk

m _ PERENCANAAN —

MENGELOLA PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

FASILITASI
PENETAPAN
PERATURAN
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Kode : CFM.68
Nama Proses Bisnis : TAB.08.04 Menyusun Laporan Keuangan

MULAI

PENYUSUNAN
Task ) JURLAK JUKNIS
PENGELOLAAN 1K

DATA INPUTPENINGKATAN
PEMAHAMAN PENYUSUNAN
LAP REUANGAN

PEMERINTAN
DAERAH

KEUANGAN Pr MERINTAH
DAERAH

MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAN |
PROVINSL
‘
|
|
i
|
1 1 :
L g2
£
i:
i E4
li
|

MEMIASILITAS! MENYUSUN
PENETAAN - | meeemee PERDA LAPORAN | ¢ ==
PERATURAN PERTANGGUNG)
DAN §x AWADAN APRD

PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN #LU, AKUNTANS!
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGAWABAN
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Kode : CFM.69
Nama Proses Bisnis : TAB.08.05 Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

TIDAK
MULA!
PENYUSUNAN KOORDINASI DAN
JUKLAK JUKNIS PERSIAPAN AT TERLAKSANANYA
PENGELOLAAN IKP PELAKSANAAN ) PENGELOLAAN

PERENCANAAN
KEBUTUHAN BARANG

KEGIATAN oM

PENGAWASAN
INTERNAL

MILIK DAERAH

REKONSILIAS| "
rﬁ LAPORAN i
1— KEUANGAN u_ A FRACA

MONEY

SELESAI

KEMENDAGRI, BPKP. BPK

PELAKSAAN
ahmmmw);w.)z KOORDINASH
BARANG MILIK KEBUTUHAN

BARANG MILIK

DAERAH

— DAERAH —

PROVINSIL, BPKR
BPKAD

BAPPEDALITBANG

MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

F
m MEMEASILITAST
H PENEIAPAN
PERATURAN
m DAN 5K
e
e MELAKSANAKAN
e PENGELOLAAN
z BARANG MILIK
m DAERAH
- v r
1 _ ™ 1
! L]
L ENGOPTIMALISASI
PENATAUSAHAAN PENGAMANAN BMD M
BARANG MILIK Kot
DAERAH PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN

PENGHAPUSAN BMD
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Kode : CFM.70
Nama Proses Bisnis : TAB.08.06 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

IDENTIFIAS|
GATA
PENOELOLAAN
PAD

MEENTAPKAN
MELAKSANAKA

WAIE PAJAK
‘lé DAERAH N PENAGIMAN

MENEY SELEA

REGULASI/

=)

PERANGRAT DASRAN
(PENGELOLA PAD)

; r _; —l. J [

| |
MELAKSANAKAN MELAXSANAKAN AKSANAKAN
PENYULULAN & PANCATAMAN & PANETAPAN PO MARAAN DAN

PENYERAR L UASAN OUIEK RAIAK DAERAH WELABGORAN HANIN DATA
KEHAKAN WAL DAL RAL PAIAK DAL HAL



Kode :CFM.71
Nama Proses Bisnis : TAB.08.07 Pembiayaan Pembangunan
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Kode : CFM.72
Nama Proses Bisnis : TAB.09.01 Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Kinerja ASN serta Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

DATA INPUT

MENYUSUN
RENGANA KERIA TINGAKLANIUN YANG
B ANTNYA e o | PELUM DILAKIANAKAN

a
MuULAL 7 KOORDINASI DAN g
SRR MERVISUN
' PENGELOLAAN (kP KERMA AKHIR
INTERNAL :
MONEV fINDAK MELESAI
LANDUT HASIL BPK
e = = e AN
] m
7 = REGULASE
-, PENYELENGOARAN . o .
KD B EBAGAL
4 - PEOUMAN | — f————e — — 'tﬁ —— —— = R
| = m
E
el
,M o/ I —— e e -_— —te Bl -
o
7 = m
| P S A R e B R e 8
[ Y = S . SR— . S— . o

| T
PENGAWASAN HEVIL PENGIAWAS AN
KINERIA LABORAN BESA

KINERIA
PENGAWASAN HEVIU LKBO

KEUANOAN



-90-

C. PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan
program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Tabalong, bertujuan agar mampu
melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah
mengkomunikasikan dengan pihak internal maupun eksternal, untuk mencapai
visi, misi, dan tujuan.

Semoga dengan penyusunan peta proses bisnis ini dapat memberikan
gambaran terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong.

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI



